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PUTUSAN
Nomor 0205/Pdt.G/2016/PA.Blu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan
mengadili perkara perdata cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan
putusan antara:

PENGGUGAT umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu
rumah  tangga, tempat kediaman di = XXX
XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Way
Kanan, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan  tani,
tempat kediaman dahulu di XXXXXXXX, Kampung
XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten
Way Kanan, sekarang tidak diketahui alamatnya
dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di
luar wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai
Tergugat

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan kesaksian para saksi

dipersidangan;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19
Oktober 2016. yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama
Blambangan Umpu Nomor 0205/Pdt.G/2016/PA.Blu, telah mengajukan

permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada

tanggal 13 April 2013 di rumah orang tua Penggugat yang dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
XXXXXXXXX, Kabupaten Way Kanan sebagaimana bukti berupa Buku
Kutipan Akta Nikah Nomor = XXXXXX tertanggal 13 April 2013,
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama
suka, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka,
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik
talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta
Nikah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya
suami istri dan telah di karuniai seorang anak bernama ANAK Lahir pada
tanggal 15 Februari 2015 anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat
5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
orang tua Penggugat XXXXXXX Kampung XXXXXXX Kecamatan
XXXXXXXXX Kabupaten Way Kanan selama kurang lebih 1 minggu
kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di
Kampung XXXXXXselama 2 bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat
pindah ke rumah kediaman bersama di Kampung XXXXXXXXX sampai Juli
2016;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula
berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal 2014 rumah tangga Penggugat
dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan
a. Bahwa Tergugat tidak jujur atau transparan dalam hal pengahasilan
yang di dapat dan sering berbohong dengan mengaku mendapat hasil
sedikit kepada Penggugat

b. Bahwa Tergugat banyak hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan
Penggugat hutang Tergugat mencapai Rp 5.000.000,- ( lima juta rupiah)
dan banyak orang lain menagih hutang kepada Penggugat, hal inilah

yang membuat sering terjadinya pertengkaran terus menerus,
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c. Bahwa Tergugat tidak menghormati Penggugat sebagai seorang isteri

Tergugat dan Tergugat sering berkata-kata ingin bercerai dengan
Penggugat

7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Juli 2016 dengan sebab Tergugat
mempunyai hutang kepada orang tua Penggugat setahun yang lalu tanpa
sepengetahun Penggugat ketika di tanyakan kepada Tergugat kapan uang
tersebut dikembalikan dan dipergunakan untuk apa uang pinjaman tersebut
Tergugat tidak menjawab dan Tergugat malah memarahi Penggugat
setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai dengan
sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam
maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia, sedangkan Penggugat
pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat
tersebut di atas yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih
kurang 3 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan
nafkah lahir dan batin;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat ke
rumah orang tua dan kerabat Tergugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela, Penggugat
menderita lahir dan batin serta tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat.
Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk
mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini,

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cqg Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang
amarnya berbunyi
PRIMAIR:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat,
2. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT ) dengan
Tergugat (TERGUGAT );
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang

berlaku; SUBSIDAIR:
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Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan
Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tid ak pula menyuruh orang lain
sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata bahwa tid
ak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah meskipun menurut
berita acara panggilan dari jurusita Pengadilan Agama Blambangan Umpu
Tergugat telah dipanggil melalui mass media pada tanggal 08 November
2016 dan tanggal 08 Desember 2016 yang dibacakan di persidangan,
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata
ketidakhadirannyaitu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan
dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat
agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan
Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses
mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tid ak pernah
datang menghadiri persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan
patut;

Bahwa selanjutnya Hakim Ketua membacakan surat gugatan

Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat
didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula
menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun ia telah
dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti sebagai berkut;

A. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat
(bermeterai cukup) Nomor XXXXXXtertanggal 13 April 2013, yang dikeluarkan
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Negeri Agung,
Kabupaten Way Kanan yang telah dinazegelen, dan dilegalisir oleh Panitera
Pengadilan Agama Blambangan Umpu, kemudian dicocokkan dengan
aslinya ternyata sama lalu diberi kode P;

B. Saksi-saksi:
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1. SAKSI | umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SL TA, pekerjaan

tani, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kampung XXXXXX, Kecamatan
XXXXXXXX Kabupaten Way Kanan, selaku Paman Penggugat di bawah
sumpahnya memberiketerangan sebagaiberikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah

pada tahun 2013;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal

di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua

Tergugat dan pindah kembali ke rumah kediaman bersama sampai

dengan pisah;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun

dan damai, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan

Tergugat tidak rukun lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

dan Tergugat karena Tergugat mempunyai banyak hutang;

Bahwa sejak bulan Juli 2016 Tergugat pergi meninggalkan

Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang dan tidak

diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa pihak keluarga pernah mencari keberadaan Tergugat, namun

tidak berhasil diketemukan;

Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah memberi nasehat kepada

Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI Il umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu

rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXX, Kampung XXXXXX,
Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Way Kanan, selaku tetangga
Penggugat, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah

pada bulan April 2013
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Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua
Tergugat dan pindah kembali ke rumah kediaman bersama sampai
dengan pisah;
Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
dan damai, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tidak rukun lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat karena Tergugat mempunyai banyak hutang dan tidak
jujur;
Bahwa sejak bulan Juli 2016 Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang dan tidak
diketahui lagi keberadaannya;
Bahwa pihak keluarga pernah mencari keberadaan Tergugat, namun
tidak berhasil diketemukan;
Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah memberi nasehat kepada
Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;
Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang
akan
disampaikan dan telah menyampaikan kesimpulannya dan akhirnya mohon
putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini
ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang
perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat
adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan Penggugat

dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan
Pasal

63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor ! Tahun 1974 Tentang
Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan
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terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal ! huruf b

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undange
Undang Nomor | Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya perkara ini
termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan
Agama Blambangan Umpu berwenang secara absolut untuk mengadili perkara
a quo;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah
yurisdiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu, sesuai Pasal 73 Undange
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undange
Undang Nomor 50 Tahun 2009 untuk itu Pengadilan Agama Blambangan Umpu
berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah
melangsungkan perkawinan sebagaimana dalam kutipan akta nikah atas nama
Penggugat dan Tergugat, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk
mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf
a dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undange Undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang. bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Penggugat hadir sendiri menghadap ke
persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak hadir atau menyuruh orang lain
untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara
panggilan dari jurusita Pengadilan Agama Blambangan Umpu Tergugat telah
dipanggil melalui mass media pada tanggal 08 November 2016 dan tanggal
08
Desember 2016 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan Tergugat
tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat diperiksa dengan acara verstek
sesuai Pasal 149 ayat (1) dan 150 Bg

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana dalam ketentuan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi

di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di
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persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat

setiap kali persidangan agar tetap bersabar mempertahankan keutuhan rumah
tangganya bersama Tergugat sebagaiamana ketentuan Pasal 82 ayat (4)
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, &an tetapi usaha tersebut tetap tid ak
berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari
Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tid ak pernah hadir atau menyuruh orang
lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun
telah dipanggil secara resmi dan patut oleh karenanya dalil-dalil gugatan
Penggugat dianggap telah diakui Tergugat tanpa sanggahan  (without
defence), dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat
(verstek);

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian
dalil yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun
selama | (satu) tahun, saat sekarang sudah tidak harmonis, puncaknya sudah
pisah tempat tinggal sejak bulan Jul 2016, dan sampai sekarang tidak diketahui
lagi keberadaannya dan atas dasar itu Penggugat menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat
maka dapat disimpulkan rangkaian dalil tersebut didasarkan pada ketentuan
Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor ! Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo.
Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, Majelis Hakim tetap membebankan terhadap Penggugat untuk
membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang
perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak
Pasal

54, dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang

Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum
Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai

ikatan yang akadnya mitsaqgan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);
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Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat

telah mengajukan bukti surat (P) berupa fotokopi kutipan akta nikah bermeterai
cukup dan cocok sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat
bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor
13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya
Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P) Majelis Hakim menilai alat
bukti tersebut merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti sempurna
dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. jo Pasal 1868 dan Pasal 1870 Kitab

Undange Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat

bukti, dandinyatakan Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan

yang sah;Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat di atas Majelis

Hakim

telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah
memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi mereka tidak termasuk orang
yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan dan diperiksa seorang
demi seorang dengan mengangkat sumpah, dengan demikian telah memenuhi
syarat formal sebagai saksi sesuai Pasal 171. 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dapat menyebutkan sebab
pengetahuannya, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara
lain Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka telah dikaruniai satu
orang anak, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi
dan puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2016
dan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang, dengan demikian
keterangan mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal
308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi
syarat formil dan materiill sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175
RBg.dan Pasal 308-309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jO. Pasal 22
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ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1! Tahun 197 4 tentang Perkawinan jo. Pasal
205 Instruksi Presiden Nomor | Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
dilndonesia, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan keterangan dua orang
saksi jika dihubungkan dengan gugatan Penggugat semua dalil-dalil telah dapat
dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum tetap, antara lain:

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang
sah

dan belum pernah bercerai;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

damai, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tid

ak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat karena Tergugat mempunyai banyak hutang;

Bahwa sejak bulan Juli 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan

tidak pernah kembali lagi hingga sekarang dan tidak diketahui lagi

keberadaannya,;

Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak

berhasil;

Bahwa saksi-saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat agar

bersabar menunggu Tergugat namun tid ak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut

diatas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal | Undange
undang Nomor | Tahun 197 4 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tid
ak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran,

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor |
tahun

197 4 Tentang Perkawinan, Pengugat dan Tergugat sebagai suami
isterimemiliki kewajiban yang sama untuk menegakkan rumah tangga yang
baik sesuai dengan tujuan perkawinan, akan tetapi hal tersebut tidak

dapat
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terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat

dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal,

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian retaknya
karena Penggugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi  guna
mempertahankan rumah tangganya dan Penggugat dalam proses
persidangan bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, maka tidak ada
kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah
sedemikian retaknya;

Menimbang, bahwa ikatan Ilahir batin yang merupakan hakekat
perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak
mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat,
maka mempertahankan  perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan
menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua

belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah
fighiyyah yang dalam hal ini diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat majelis

hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya . "Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan daripada
mengharap kemashlahatan”,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana
telah diuraikan di atas, hal ini telah memenuhi kehendak sebagaimana
ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan
KompilasiHukum Islam pasal 116 huruf f, dan hal ini sesuai dengan hujjah
syar'iyah yang dalam hal ini diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat
majelis hakim yang
berbunyi sebagai berikut:
1-
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Artinya 'Diwaktu istri telah memuncak  kebenciannya terhadap
suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan

thalagnya laki-laki dengan thalag satu";

HIm.11 dari 14 him. Put. No. 0205/Pdt.G/2016/PA.BI
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh

karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan,

Menimbang, bahwa telah terbukti ketidakharmonisan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat berdasarkan alasan tersebut di atas, maka sesuai
dengan pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim
secara subsidair menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap
Penggugat

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam
putusan ini dianggap dikesampingkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7
tahun 1989 Pasal 84 ayat (1) dan (2) yang telah diubah untuk kedua kalinya
dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera Pengadilan Agama
Blambangan Umpu diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini
setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan
Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan
Penggugat dan Tergugat dilangsungkan:

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan,
maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pasal 89 ayat (1) Undange
Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya
perkara,

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
berkenaan dengan perkara ini,

MENGADILI
1.Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk menghadap ke persidangan. tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek:
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGUGAT )

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIm.12 dari 14 him. Put. No. 0205/Pdt.G/2016/PA.Blu
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu

untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Negeri
Agung Kabupaten Way Kanan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan
untuk itu;

5 Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah
Rp.491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 Masehi bertepatan
dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1438 Hijriah, oleh kami Ors. Aminuddin,
sebagai Hakim Ketua. Junaedi, S.HI.. dan H. M. Kusen Rahajo, S.HI., MA.,
masing-masing sebagal Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fakta Saimigo, S.-H.,

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;
Hakim Anggota |, Hakim Ketua,
Junaedi S.HI. Drs. Aminuddin

Hakim Anggota I,

H.M. Kusen Raharjo ,S.HI., MA
Panitera Pengganti,

Fakta Saimigo, S.H.
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Perincian biaya

1 Pendaftaran Rp 30.000.00
2 ATK Rp 50 000.00
3 Panggilan Rp 400.000.00
4 Redaksi Rp 5 000.00
5 Meterai Rp 6.000.00

Jumlah Rp 491.000,00

Him.14 dan! 14 him. Put. No.
0205/Pdt.G/2016/PA.Blu
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